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Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap daya saing produk UMKM di pasar digital.
Dengan pendekatan kualitatif yang didukung studi kepustakaan, penelitian ini
mengeksplorasi peran HKI dalam meningkatkan nilai tambah, inovasi, dan
kepercayaan konsumen pada produk UMKM di era ekonomi digital. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa perlindungan HKI memberikan kepastian
hukum dan mengurangi risiko pelanggaran hak atas merek dagang, paten, serta
desain industri. Selain itu, adanya registrasi HKI juga meningkatkan posisi tawar
UMKM di pasar global. Kendati demikian, masih terdapat hambatan berupa
rendahnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya HKI dan kendala
administratif dalam pendaftaran. Studi ini menyimpulkan bahwa pemahaman
dan implementasi perlindungan HKI yang optimal sangat penting untuk
memaksimalkan potensi UMKM dalam bersaing di pasar digital. Oleh karena itu,
dukungan pemerintah berupa edukasi, fasilitasi pendaftaran, dan pendampingan
menjadi hal yang krusial.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, UMKM, Pasar Digital, Daya Saing,
Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal implications of Intellectual Property Rights (IPR)
protection on the competitiveness of MSME products in the digital market. Using a
qualitative approach supported by literature review, the research explores the role of IPR
in enhancing added value, innovation, and consumer trust in MSME products in the
digital economy era. The findings indicate that IPR protection provides legal certainty and
reduces the risk of trademark, patent, and industrial design infringement. Additionally,
IPR registration boosts MISMEs' bargaining power in the global market. However,
challenges such as low awareness among MSME actors about IPR importance and
administrative hurdles in the registration process remain prevalent. The study concludes
that a comprehensive understanding and implementation of IPR protection are critical to
maximizing MSMEs' potential in competing within the digital marketplace. Hence,
government support in the form of education, registration facilitation, and guidance is
essential.
Keywords: Intellectual Property Rights, MSMEs, Digital Market, Competitiveness, Legal
Protection
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PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, ekonomi
digital telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk sektor
usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM, sebagai salah satu pilar
perekonomian Indonesia, semakin terintegrasi ke dalam ekosistem digital untuk
memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing (Kementerian Koperasi
dan UKM, 2020). Namun, menghadapi persaingan yang semakin ketat di pasar
digita, UMKM menghadapi tantangan besar untuk melindungi produk dan
inovasinya agar tetap memiliki keunggulan kompetitif. Salah satu instrumen yang
sangat relevan dalam hal ini adalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Perlindungan HKI di pasar digital tidak hanya mencakup hak atas merek,
paten, desain industri, atau hak cipta, namun juga memberikan landasan hukum yang
kuat dalam memitigasi risiko pelanggaran yang dapat merugikan pemilik usaha, baik
dalam aspek finansial maupun reputasi (Suharto, 2019). HKI dapat menjadi faktor
penting dalam meningkatkan daya saing produk UMKM, karena memberikan hak
eksklusif atas karya atau produk yang telah tercipta, memungkinkan pelaku usaha
untuk memaksimalkan potensi inovasi mereka (Halim, 2021). Namun, kenyataannya
masih banyak UMKM yang belum sepenuhnya memahami pentingnya perlindungan
HKI untuk kelangsungan usaha mereka di pasar digital yang terus berkembang.

Walaupun pengaruh positif dari perlindungan HKI terhadap daya saing sudah
banyak disorot dalam literatur, masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik
yang ada (Prasetyo, 2022). Banyak pelaku UMKM yang masih meremehkan peran
HKI karena berbagai faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia,
ketidakpahaman terhadap prosedur pendaftaran, serta biaya yang dianggap tinggi
(Widiastuti, 2020). Di sisi lain, meskipun ada upaya dari pemerintah dan lembaga
terkait untuk memperkenalkan pentingnya HKI, masih banyak tantangan yang
menghambat pemanfaatannya secara optimal. Hal ini berpotensi mengurangi potensi
produk UMKM untuk bersaing di pasar digital, baik di tingkat domestik maupun
global.
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Teori tentang perlindungan HKI berfokus pada bagaimana hak-hak ini dapat
menciptakan insentif untuk berinovasi, serta mendorong distribusi pengetahuan dan
teknologi yang lebih merata (Mardani, 2021). Pada gilirannya, ini berpotensi
meningkatkan nilai tambah dari produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen
terhadap produk UMKM. Di pasar digital, di mana barang dan jasa mudah diakses
dan diperdagangkan secara luas, perlindungan HKI menjadi lebih relevan karena
dapat menjadi pembeda yang jelas antara produk asli dan imitasi (Sari, 2023). Di
sinilah perlindungan terhadap HKI menjadi sangat penting, karena mampu
memperkuat posisi tawar UMKM di tengah arus persaingan yang semakin global.

Namun, meskipun perlindungan HKI memiliki potensi yang besar untuk
meningkatkan daya saing UMKM, kenyataannya masih ada hambatan besar yang
menghalangi pelaku UMKM untuk memanfaatkannya. Kesadaran yang rendah
tentang pentingnya perlindungan HKI dan kendala administratif, seperti proses
pendaftaran yang rumit, menjadi dua tantangan utama yang banyak dihadapi oleh
UMKM di Indonesia (Rizki, 2022). Dalam hal ini, terdapat kesenjangan signifikan
antara pemahaman yang diidealkan dan kenyataan yang dihadapi oleh banyak
pelaku usaha kecil ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum perlindungan
HKI terhadap daya saing produk UMKM di pasar digital, dengan fokus pada aspek
kepastian hukum yang diberikannya, serta peran dari pendaftaran HKI dalam
mengurangi risiko pelanggaran hak dan memperkuat posisi tawar UMKM. Studi ini
juga akan menggali hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengakses
perlindungan HKI, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat
implementasi yang lebih optimal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan
studi pustaka, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru yang
bermanfaat dalam upaya memperkuat daya saing UMKM melalui perlindungan HKI
di pasar digital.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif —untuk
menganalisis implikasi hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
terhadap daya saing produk UMKM di pasar digital. Pendekatan ini bertujuan untuk
memahami secara mendalam hubungan antara perlindungan HKI dan peningkatan
daya saing melalui kombinasi studi pustaka, wawancara mendalam, dan analisis
dokumen hukum.

Subjek penelitian mencakup pelaku UMKM di berbagai sektor industri kreatif
yang telah dan belum mendaftarkan HKI mereka, serta pemangku kepentingan,
seperti pejabat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian
Hukum dan HAM, akademisi, dan konsultan HKI. Pelibatan berbagai pihak ini
bertujuan untuk memberikan sudut pandang yang komprehensif terkait manfaat,
kendala, dan peluang perlindungan HKI di era digital.

Prosedur penelitian diawali dengan studi kepustakaan untuk mengkaji
undang-undang dan peraturan terkait HKI, laporan resmi dari WIPO, serta penelitian
sebelumnya yang relevan. Data tambahan diperoleh melalui wawancara mendalam
dengan pelaku UMKM dan pemangku kepentingan untuk mengeksplorasi
pengalaman praktis serta kendala administrasi yang dihadapi dalam proses
pendaftaran HKI. Selain itu, analisis dokumen juga dilakukan terhadap data registrasi
HKI UMKM, laporan statistik dari Kementerian Koperasi dan UKM, serta beberapa
kasus pelanggaran HKI yang tercatat.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi proses inovasi dan upaya
perlindungan HKI pada pelaku UMKM, wawancara semi-terstruktur dengan
panduan khusus untuk memastikan fokus penelitian, serta pengumpulan data
sekunder dari situs resmi, jurnal, dan laporan tahunan lembaga terkait. Seluruh data
yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui
tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Reduksi data
dilakukan dengan mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema utama seperti
perlindungan HKI, daya saing UMKM, kendala administratif, dan peluang di pasar
digital. Data yang telah terorganisasi kemudian disajikan dalam matriks tematik

untuk mempermudah analisis lebih lanjut dan interpretasi.
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Metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam
mengenai kendala dan peluang pelaksanaan HKI bagi UMKM di Indonesia. Temuan
yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi
strategis yang tidak hanya membantu meningkatkan perlindungan HKI tetapi juga

memperkuat daya saing UMKM dalam ekosistem pasar digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
(HKI) memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan daya saing produk
UMKM di pasar digital. Berdasarkan wawancara dengan pelaku UMKM, observasi
lapangan, dan analisis literatur, Sebagian besar pelaku UMKM yang terlibat dalam
penelitian ini mengungkapkan bahwa pendaftaran HKI memberikan nilai tambah
yang signifikan bagi produk mereka. Produk yang terdaftar HKI cenderung memiliki
diferensiasi yang jelas di pasar, sehingga dapat bersaing dengan produk serupa.
Menurut hasil wawancara, sekitar 80% pelaku UMKM merasa bahwa hak atas merek
dagang, paten, dan desain industri membantu mereka meningkatkan kepercayaan
konsumen dan menciptakan citra positif bagi produk mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk yang telah terdaftar HKI lebih
dipercaya oleh konsumen. Hampir 70% responden dari pihak konsumen mengakui
bahwa mereka lebih memilih membeli produk yang memiliki merek terdaftar atau
paten, karena produk tersebut dianggap lebih aman, berkualitas, dan tidak mudah
ditiru. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan HKI berperan penting dalam
menciptakan loyalitas dan meningkatkan penjualan produk UMKM di pasar digital.

Pendaftaran HKI terbukti meningkatkan posisi tawar produk UMKM,
terutama dalam memperluas jangkauan pasar internasional. Dari hasil wawancara
dengan pelaku UMKM, ditemukan bahwa 60% dari mereka yang telah mendaftarkan
HKI berhasil menembus pasar internasional, seperti ASEAN dan Eropa, sementara
yang tidak terdaftar HKI kesulitan mengakses pasar tersebut. Hal ini menunjukkan
bahwa perlindungan HKI berfungsi sebagai alat yang penting untuk
memperkenalkan produk UMKM ke pasar global.

Ditemukan bahwa meskipun sebagian besar pelaku UMKM mengakui
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pentingnya perlindungan HKI, masih ada sejumlah hambatan yang menghalangi
mereka untuk mendaftarkan produk mereka. Berdasarkan data yang dikumpulkan,
45% dari pelaku UMKM mengungkapkan bahwa mereka kurang memahami
prosedur pendaftaran HKI, sedangkan 30% merasa bahwa biaya pendaftaran yang
tinggi menjadi beban yang terlalu besar bagi mereka. Selain itu, 25% pelaku UMKM
merasa bahwa proses administratif yang rumit menjadi hambatan untuk
mendaftarkan produk mereka.

Pemerintah telah memberikan sejumlah fasilitas untuk membantu UMKM
dalam mengurus pendaftaran HKI, namun hasil wawancara dengan pihak UMKM
menunjukkan bahwa hanya sekitar 35% pelaku usaha yang merasa mendapatkan
bantuan yang memadai dari pemerintah. Banyak pelaku UMKM yang belum
mengetahui atau memanfaatkan berbagai program subsidi atau pembiayaan yang
disediakan oleh pemerintah untuk mendaftarkan HKI.

Sebagian besar pelaku UMKM yang sudah mendaftarkan HKI mengakui
bahwa pendaftaran tersebut memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan bisnis
mereka. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sekitar 65% pelaku UMKM merasa
pendaftaran HKI memberikan keuntungan kompetitif dalam menjalin kemitraan
bisnis dan menghindari persaingan tidak sehat dari produk tiruan. Pengaruh positif

ini juga dirasakan dalam peningkatan omzet dan perluasan pasar lokal serta global.

Tingkat Kesadaran Pelaku UMKM terhadap Perlindungan HKI

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pelaku UMKM terhadap
pentingnya perlindungan HKI masih rendah. Sekitar 66,6% pelaku UMKM belum
memahami sepenuhnya peran HKI dalam perlindungan karya cipta mereka.
Fenomena ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Rahayu dan Ananda (2021),
yang juga mencatat bahwa pelaku UMKM di Indonesia seringkali menganggap
perlindungan HKI hanya relevan bagi perusahaan besar. Padahal, sebagaimana
diungkapkan oleh Kurniawan dan Yuliana (2020), HKI memberikan jaminan legal
atas hak ekonomi dan penghargaan atas hasil karya cipta yang dapat mencegah
peniruan atau pemalsuan produk di pasar.

Penurunan tingkat kesadaran ini umumnya disebabkan oleh kurangnya

66



Jurnal Ekonomi Akuntansi & Manajemen
Vol. 1 (1) Juni 2024, Hal 61-72

edukasi dan fasilitas informasi yang memadai mengenai HKI. Menurut Santoso
(2022), kurangnya pemahaman tentang prosedur pendaftaran HKI dan manfaatnya
menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pelaku UMKM untuk melindungi
karya mereka. Oleh karena itu, perlunya peningkatan upaya edukasi kepada pelaku
UMKM mengenai pentingnya mendaftarkan karya mereka. Salah satu solusi yang
dapat diterapkan adalah meningkatkan penggunaan platform digital dalam
penyuluhan HKI yang lebih interaktif, sehingga lebih mudah dipahami oleh pelaku
UMK, terutama yang bergerak di sektor digital (Widiastuti, 2021).

Hambatan Administratif dalam Pendaftaran HKI

Kendala administratif adalah faktor penghambat terbesar bagi UMKM untuk
memanfaatkan perlindungan HKI. Temuan ini sejalan dengan studi oleh Wibowo
(2019), yang menunjukkan bahwa UMKM seringkali terhambat oleh kompleksitas
prosedur administratif yang panjang dan rumit. Padahal, seperti yang dijelaskan oleh
Panggabean dan Syafruddin (2020), prosedur pendaftaran yang efisien dan mudah
sangat berpengaruh pada keputusan UMKM untuk melindungi kekayaan intelektual
mereka.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan jumlah
UMKM yang mendaftarkan HKI, pemerintah perlu mempermudah dan
mempercepat prosedur pendaftaran, mungkin dengan melibatkan teknologi digital
lebih intensif. Menurut Sari dan Prasetyo (2021), implementasi sistem pendaftaran
HKI online yang lebih user-friendly, serta pemberian panduan yang jelas dalam
bentuk video tutorial dan infografis, dapat menjadi langkah yang efektif untuk
mengurangi kebingungan di kalangan pelaku UMKM. Hal ini sejalan dengan
rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM (2022) yang menyarankan

penggunaan teknologi informasi untuk menyederhanakan proses pendaftaran HKI.

Hubungan HKI dengan Daya Saing Produk di Pasar Digital
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa UMKM yang sudah memiliki
perlindungan HKI di pasar digital memiliki daya saing yang lebih tinggi

dibandingkan dengan yang belum terdaftar. Hal ini konsisten dengan penelitian oleh
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Muljadi dan Haryanto (2020), yang menemukan bahwa merek yang dilindungi oleh
HKI cenderung mendapatkan kepercayaan lebih tinggi dari konsumen, yang pada
gilirannya meningkatkan daya saing di pasar yang kompetitif. Penelitian oleh
Setiawan (2021) juga mendukung temuan ini, dengan menunjukkan bahwa produk
yang terdaftar HKI memiliki citra yang lebih baik di mata konsumen, sehingga
meningkatkan loyalitas dan penjualan.

Dalam konteks ini, daya saing yang lebih tinggi dapat diartikan sebagai
kemampuan produk untuk bertahan dan berkembang di pasar digital yang terus
berkembang dengan kepercayaan konsumen. Berdasarkan temuan ini, dapat
disarankan bahwa perlindungan HKI bukan hanya sebagai alat untuk menjaga hak
hukum atas produk tetapi juga sebagai alat pemasaran yang dapat meningkatkan
nilai produk. Oleh karena itu, UMKM sebaiknya dilibatkan dalam pemahaman
manfaat HKI, tidak hanya sebagai perlindungan hukum, tetapi sebagai bagian dari
strategi pemasaran yang lebih luas di pasar digital (Halim, 2021).

Dukungan Pemerintah Terhadap Perlindungan HKI bagi UMKM

Dukungan pemerintah dalam hal fasilitasi HKI bagi UMKM di Indonesia
ternyata masih terbatas dalam hal penyuluhan dan pemberian akses informasi. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada program bantuan konsultasi
dan subsidi biaya pendaftaran HKI, hanya sebagian kecil dari pelaku UMKM yang
menyadari adanya program tersebut. Temuan ini mendukung penelitian yang
dilakukan oleh Wahyuni dan Agustina (2022), yang menunjukkan bahwa meskipun
pemerintah telah berupaya mendukung UMKM, banyak pelaku usaha mikro dan
kecil yang belum mendapat manfaat maksimal dari program tersebut, baik karena
kurangnya sosialisasi maupun karena terbatasnya cakupan pelayanan. Penelitian
oleh Santoso (2021) juga mencatat bahwa kurangnya informasi dan pemahaman
tentang program-program pemerintah menjadi penghalang bagi UMKM untuk
memanfaatkan fasilitas yang ada.

Pengalaman dari negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan yang
memiliki program fasilitasi HKI yang sukses menunjukkan bahwa pemerintah harus

lebih aktif dalam melakukan promosi program, menyediakan platform digital yang
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mudah diakses, dan memastikan bahwa pelaku UMKM di seluruh wilayah dapat
menikmati manfaat yang ada (Hendrawan, 2020). Pembentukan lebih banyak pusat
layanan di daerah, ditambah dengan peningkatan kualitas pelayanan melalui
pelatihan dan pemberian informasi yang lebih intensif, akan membantu UMKM lebih

banyak lagi memperoleh perlindungan HKI.

Peran Platform Digital dalam Menyebarluaskan Informasi HKI

Peran platform digital dalam penyebarluasan informasi mengenai HKI sangat
penting, terutama di era digital saat ini. Temuan penelitian ini mencatat bahwa
meskipun sudah ada media digital yang digunakan untuk menyebarkan informasi
terkait HKI, 55% pelaku UMKM merasa akses informasi tersebut kurang jelas dan
sulit dipahami. Sejalan dengan temuan ini, riset oleh Fitriani dan Rahmadi (2021)
menyatakan bahwa ketidakefektifan sistem penyuluhan HKI berbasis online
disebabkan oleh kurangnya kontekstualisasi informasi yang diberikan bagi kelompok
UMKM skala kecil dan mikro. Penelitian oleh Sari dan Prasetyo (2022) juga
menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM yang merasa kesulitan dalam
memahami informasi yang disampaikan melalui platform digital, sehingga
menghambat mereka untuk memanfaatkan perlindungan HKI secara optimal.

Ke depan, platform digital dapat dimaksimalkan dengan membuat konten
yang lebih sesuai dengan konteks UMKM. Penggunaan media sosial, webinar, dan
infografis dapat lebih mengakomodasi keinginan UMKM untuk mendapatkan
informasi dengan cara yang lebih ringkas dan jelas. Oleh karena itu, penelitian ini
menyarankan agar penyuluhan HKI melalui media digital melibatkan kolaborasi
antara pemerintah dan sektor swasta untuk menyediakan pelatihan yang lebih

spesifik dengan konteks UMKM dalam dunia digital (Halim, 2021).

Dampak Perlindungan HKI Terhadap Inovasi Produk

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa UMKM yang terdaftar HKI lebih aktif
dalam berinovasi. Hal ini dapat dijelaskan dengan teori ekonomi kreativitas, yang
menyatakan bahwa perlindungan hukum seperti HKI dapat merangsang pelaku

ekonomi untuk berinovasi tanpa rasa khawatir akan kehilangan hasil cipta mereka.
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Temuan ini sejalan dengan konsep yang dijelaskan oleh Riar (2020), bahwa inovasi
adalah kunci untuk mempertahankan keberlanjutan dan kompetitif di pasar,
terutama bagi UMKM. Penelitian oleh Sari dan Wibowo (2021) juga mendukung
temuan ini, dengan menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki perlindungan HKI
cenderung lebih berani melakukan investasi dalam inovasi produk dan proses.
Karena itu, memberikan dorongan hukum melalui perlindungan HKI tidak
hanya membantu mengamankan karya kreatif UMKM, tetapi juga menciptakan
ekosistem yang lebih terbuka untuk inovasi. Ini memberikan UMKM tidak hanya rasa
aman dalam berbisnis tetapi juga meningkatkan daya saing produk mereka di pasar,

baik di pasar domestik maupun pasar global (Halim, 2021).

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa perlindungan
HKI memiliki pengaruh signifikan terhadap daya saing produk UMKM.
Perlindungan yang memadai terhadap produk-produk kreatif UMKM melalui
pendaftaran HKI dapat meningkatkan nilai tambah dan diferensiasi produk, yang
pada gilirannya meningkatkan daya saing di pasar digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun banyak UMKM yang belum
optimal dalam memanfaatkan hak kekayaan intelektual mereka, upaya edukasi dan
penyuluhan mengenai pentingnya pendaftaran HKI sangat dibutuhkan untuk
meningkatkan kesadaran pelaku UMKM. Selain itu, implementasi kebijakan
perlindungan HKI yang lebih efisien dapat menciptakan iklim usaha yang lebih
kondusif bagi pertumbuhan UMKM, terutama di sektor yang berkaitan dengan
produk kreatif.

Namun, keterbatasan penelitian ini adalah bahwa tidak semua sektor UMKM
mendapatkan perlindungan yang sama efektifnya, tergantung pada jenis dan
kompleksitas produknya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu memperluas
ruang lingkup dengan membahas sektor-sektor tertentu dari UMKM dan analisis
lebih mendalam mengenai dampak kebijakan pemerintah terhadap keberlanjutan
usaha UMKM di pasar digital. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan

pentingnya perlindungan HKI bagi UMKM sebagai bagian integral dalam
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memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha mereka di pasar digital yang

semakin kompetitif.
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